
- 1 -

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati di
Kabupaten Aceh Besar perlu dikelola secara lestari,
selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan
untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan sumber daya alam nabati, perlu
diupayakan pengembangannya melalui usaha
perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan
mengutamakan perluasan kesempatan kerja kepada
Pelaku Usaha Perkebunan serta terbinanya
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang
Izin Usaha Perkebunan.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
26/Permentan/OT.140./2/2007 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan;

18. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Usaha
Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6);

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG IZIN

USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
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2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut
DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan
pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten  Aceh Besar.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa
hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

9. Tanaman Tertentu adalah komoditi tanaman yang pembinaannya
pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

10. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang
dan/atau jasa perkebunan.

11. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan
pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra
tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan
sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi
tanaman.

12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan
perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai
skala tertentu.
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14. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia
atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan
dengan skala tertentu.

15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan
pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,
modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin
usaha.

16. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang
berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan
usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri
pengolahan hasil perkebunan.

17. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan
yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

18. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan
yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan
yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman
perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima)
hektar.

20. Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P) adalah keterangan
yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industri
perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.

21. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling
menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan
saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan
pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan

pelayanan perizinan untuk melakukan usaha perkebunan.

(2) Ruang lingkup Qanun ini meliputi :
a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
c. kemitraan;
d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan

kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. sanksi administratif.


